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ABSTRAK

Sri Irianty . Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan
Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Persfektif Siyasah Tasyri’iyyah).
(Dibimbing oleh H. Sudirman L dan H. Syafaat Anugrah Pradana)

Penelitian ini mengangkat tentang bagaiamana Peran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengawasi Anggaran
Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimna DPRD menjadi lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintah wilayah di Provinsi/Kabupaten.

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
dan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik
pengolahan data digunakan metode observasi, inkuiri, dokumentasi, verifikasi
keabsahan data berdasarkan reliabilitas dan reliabilitas. Teknik analisis data
menggunakan metode reduksi data (data reduction), penyajian (representasi data) dan
penarikan akhir/validasi (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan DPRD dalam Pengawasan
Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan
Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Pendidikan yang dimana dalam
Pasal 61 mengatur tentang pengalokasian dana Pendidikan. Sekurang-kurangnya
20% (Dua Puluh Persen) dari anggaran pendidikan, tidak termasuk gaji guru dan
biaya pendidikan umum, dengan memperhitungkan keuangan daerah.. Dimana
instansi yang bertanggungjawab untuk mengawasi anggaran pendidikan tersebut
adalah DPRD dan Dinas Pendidikan sebagai penyalur anggaran pendidikan. Adapun
beberapa hambatan yaitu tidak jelasnya tahapan-tahapan pengawasan anggaran
pendidikan dan kendala-kendala dalam menagwasi anggaran pendidikan.

Kata Kunci: Peranan, Pengawasan dan Pendidikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dikodekan dengan huruf dalam sistem
penulisan Arab dikodekan dengan huruf, beberapa dengan huruf dalam

transliterasi ini, dan dikodekan dengan huruf Ada juga benda.

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
<o Ta T Te
o Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
z Kha Kh ka dan ha
> Dal D De

Xiv



3 Dhal Dh de dan ha

3 Ra R Er

5 Zai Z Zet

o Sin S Es

S Syin Sy es dan ye

R Shad $ es (dengan titik
dibawah)

2 Dad d de (dengan titik
dibawah)

L Ta t te (dengan titik
dibawah)

L Za z zet (dengan titik
dibawah)

¢ ‘ain ¢ koma terbalik

keatas

d Gain G Ge

o Fa F Ef

S Qof Q Qi

= Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

O Nun N En

XV




3 Wau w We
» Ha H Ha
. Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

().

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang

gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

lambangnya berupa

huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
(- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu

Contoh:

XVi




& kaifa
ds> :haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
&/ fathah dan alif A a dan garis diatas
atau ya
(s kasrah dan ya I i dan garis diatas
¥ dammah dan U u dan garis diatas
wau
Contoh:

e . mata

=% : rama

Ja : gila

&34) : yamiitu

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]
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b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:
LTS SR Raugdah al-jannah atau Raudatul jannah
l=Gisadl  : Al-madimah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
A&l : Al-hikmah

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
&5 : Rabbana

‘-‘:‘A—’ . Najjaina

a1 Al-Haqq
& Al-Hajj
a5 Nu'ima
3 ‘Aduwwun

Xviii



Jika huruf sbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah ((s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

{08 @ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

e “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥Y(alif
lam marifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
Gl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
Al : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

4 al-falsafah
Ui - al-biladu
. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

XiX



O5HA0 | ta’ ' murina

25 s al-nau’
Bl : syai'un
&l :umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah Kkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-
Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.
Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fizilal al-qur’an
Al-sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
9. Lafz al-Jalalah (i)
Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah.

Contoh:
‘:&\ i : Dinullah
AL billah

XX



Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
a5 42 Hum fi rahmmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital
(Al-).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi. Contoh:
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Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abii al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad lbnu)
Nasr Hamid Abi Zaid, ditulis menjadi Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abii)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swi. = subhanahu wa ta ‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir Tahun

W. = Wafat Tahun

QS../...4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

-

e = dada
= = e G

sl = lugelaglll L
L= gea

o = BEENSPEY

XXii



o= o AT e AT

¢ = e

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau

lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

et : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
al. dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“‘dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmkiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia perihal lembaga perwakilan rakyat
atau perwakilan daerah yang sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan salah satu aspek yang diatur
dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.?

Selain terdapat lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga,
lembaga Eksekutif dan lembaga Yudikatif yang memiliki peran masing-masing dalam
undang-undang adapun Legislatif yaitu pembuat undang-undang meliputi Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Eksekutif yang bertugas menerapkan atau
melaksanakan Undang-Undang, meliputi presiden dan wakil presiden beserta
menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif bertugas untuk mempertahankan
pelaksanaan undang-undang meliputi MK, MA dan KY. Di Indonesia terdapat juga
badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan memiliki peran masing-masing dalam
undang-undang. Dalam teori Trias Politicayang dikemukakan oleh Montesque juga

membahastentang tiga teori, teori tersebut yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

1 Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) dalam Perundang-undangan
Pemerintah Daerah dan Lembagalegislatif Daerah, (UIN Jakarta: Fakultas Syariah dan llmu Hukum
Islam, 2014), UIN Jakarta, h. 3.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD )merupakan bagian dari pemerintah
daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu
DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun
demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai
kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi
hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 41
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Umdang-
Undang No. 12 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Ppengganti UU
No. 32 Tahun 2014 perubahan selanjutnya pada UU No. 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah.,

Mengenai fungsi pengawasan tentu terjadi kontroversi dalam menjalankan
fungsinya karena disatusisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi
lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah.? DPRD juga memiliki
fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah, apalagi di bidang pendidikan yang merupakan hal sangat
penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: ‘“Manusia
membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya”.

Sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan

2 M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi
Pengawasan, Jurnal Hukum No. 4, (Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda: Fakultas Hukum,
2012), h. 606.



daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan. Pembiayaan
pendidikan tidak boleh lepas dari kebijakan keuangan negara.

Fungsi pengawasan yang dilakukan olen DPRD memang unik, hal ini berbeda
dengan dua fungsi lainya yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi ini telah
memiliki pedoman dan prosedur baku yang diatur dengan Undang- Undang, dalam
bidang fungsi legislasi misalnya terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam bidang anggaran terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.® Hal ini terbukti setiap tahunnya
anggaran pendidikan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Jika dikaitkan
dengan pertumbuhan perekonomian dilndonesia, anggran pendidikan tidak
mengalami fluktuasi.

Sedangkan DPRD di kabupaten Sidenreng Rappang berniat untuk memberikan
anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bidang
pendidikan sebesar 20% (Rp. 1.200.000.000.000) Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD)* dialokasikan ke pendidikan di kabupaten Sidenreng Rappang tetapi

Bupati tidak mengiyakan karena mengingat anggaran di kabupaten Sidenreng

3 Beyamin Tantri Sofan, Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap
Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan, (Sumatera Utara: Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), h. 7-8.

4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan
Pendidikan



Rappang masih minim apalagi setelah memasuki tahun 2020 masyarakat Indonesia
terjangkit virus Covid-19 maka sebangian dana diserahkan ke kesehatan.®

Dan masih banyak sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan anngaran baik
itu sekolah formal maupun non formal salah satu contohnya sekolah non formal yang
ada di Dua Pitue sangat berbeda dari sekolah formal dari segi pembangunannya ia
hanya menggunakan atap seng sedangkan sekolah formal menggunakan atap beton
atau semen dan ada juga sekolah formal yang menyuruh guru-guru untuk membayar
dalam rangka pembangunan sekolah tersebut. Disinilah seharusnya peran DPRD
kabupaten Sidenreng Rappang harus sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Pendidikan pada Pasal 61 Ayat
1. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh
persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan
keuangan daerah.

Pemerintah dalam hal ini DPRD seharusnya turun langsung kelapangan
melihat bagaimana pengalokasian anggaran pendidikan di kabupaten Sidenreng
Rappang apakah berjalan dengan baik atau tidak dan mengecek langsung ke sekolah
baik itu kepala sekolah ataupun guru-guru apakah anggaran tersebut berjalan
sebagaimana mestinya ataukah ada kendala sehingga tidak ada oknum yang

menyalagunakan anggaran tersebut.

> Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, Selaku Pegawai di Dinas
Pendidikan Khususnya di PAUD, pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 10.20 WITA



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang

dimana setiap rumusan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan DPRD kabupaten Sidenreng Rappang dalam
Menlaksakan Fungsi Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten
Sidenreng Rappang?

2. Bagaimna Pendistribusian Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng
Rappang?

3. Bagaimana Persfektif Siyasah Tasyri’iyyah terhadap Peran dan Fungsi
DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng
Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan
di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Untuk mengetahui apakah Pendistribusian anggaran Pendidikan di
Kabupaten Sidenreng Rappang sudah erjalan sebagaimana yang diatur
dalam PERDA NO 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Untuk mengetahui bagaiman pandangan Siyasah Tasyri’iyyah dalam

Peran dan Fungsi DPRD dalam Mengawasi Anggaran



D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah
informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau
serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
a) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang tugas dan
fungsi serta bagaimana pengawasan DPRD di bidang Pendidikan
khususnya dari segi pembagian Anggaran.
b) Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
c) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terlebih dahulu yaitu untuk memperoleh
gambaran hubungan antara masalah yang telah diteliti dengan penelitian sebelumnya

sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulagi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Siti Rahmiani Fakultas Keguruaan dan limu
Pendidikan Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah
Makassar dengan Judul Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengawasan
Mutu Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan) dari penelitian
penulis sama-sama mengkaji tentang pengawasan DPRD di bidang pendidikan dan
metode penelitian yang digunakan sama-sama menngunakan metode penelitian
kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang
dilakukan oleh penulis membahas tentang optimalisasi peranan DPRD dalam fungsi
anggaran pendidikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmiani lebih
ditekankan pada pengawasan DPRD dalam pengawasam mutu pendidikan di kota
Makassar, dan perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus dan

tempat penelitiaannya.®

® Siti Rahmiani, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengawasan Mutu
Pendidikan di Kota Makassar (Lingkup Dinas Pendidikan), (Makassar: Universitas Muhammadiyah
Makassar, 2018), h. 44.



Penelitian kedua yang dilakukan oleh Beyamin Tantri Sofan, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadyah Sumatera Utara dengan Judul Implementasi Kewenangan
DPRD dalam Pengawasan Terhadap Angggaran Daerah di Bidang Pendidikan di
Kota Medan dari penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang anggaran dibidang
pendidikan dan metode penelitian yang digunakam sama-sama menggunakan metode
penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangakan perbedaannya adalah
penelitiam yang dilakukan oleh penulis membahas tentang optimalisasi peranan
DPRD dalam fungsi anggaran pendidikan sedangkan yang dilakukan oleh Beyamin
Tantri Sofan Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap
Angggaran Daerah di Bidang Pendidikan dan perbedaan selanjutnya terletak pada

study kasus dan tempat penelitian.’

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dhaifina Chaerunnisa Pradipta
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul Implementasi
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode
2014-2019 dalam penyelengaraan Pelayanan Publik dari penelitian penulis sama-
sama mengkaji tentang fungsi pengawasan DPRD sedangkan perbedaannya terdapat
pendidikannya dalam Dhaifina Chaerunnisa Pradipta penelitian Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 dalam

penyelengaraan Pelayanan Publik sedangkan penulis optimalisasi peranan DPRD

" Beyamin Tantri Sofan, Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan Terhadap
Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan, (Sumatera Utara: Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), h. 31.



dalam fungsi anggaran pendidikan perbedaan kedua terletak pada tempat penelitian,
penelitian yang digunakan oleh Dhaifina Chaerunnisa Pradipta di Kota Bekasi
seadangkan penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang.®

B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses terbaik yang dapat Anda lakukan di tempat kerja
untuk menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan Anda.’
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah terbaik, terbaik,
sempurna, terbaik, paling menguntungkan, artinya mengoptimalkan sempurna,
membuat yang terbaik, memaksimalkan, mengoptimalkan artinya mengoptimalkan

berubah menjadi.*

Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu profit tertinggi,
yang dapat dicapai jika tujuan optimasi adalah memaksimalkan profit, atau mungkin
bukan biaya terendah yang dapat dikurangi jika tujuan pengoptimalan adalah

meminimalkan biaya.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu
tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

a. Tujuan dapat berupa maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk

pemaksimalan digunakan ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan

8 Dhaifina Chaerunnisa Pradipta, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta), h. 3.

® Ayatul Isnain, Optimalisasi Layanan Perpustakaanuntuk Peningkatan MotivasiMinat Baca
di MIN 2 Malang, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), h. 8.

10 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015), h. 562.

1 Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha
limu, 2005), h. 4.
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keuntungan, penjualan, dll. Bentuk peminimalan dipilih ketika tujuan
pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak, dll. Penentuan tujuan
harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif lain, pengambilan keputusan, menghadapi banyak pilihan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentu saja, pilihan pengambilan
keputusan yang tersedia adalah pilihan yang menggunakan sumber daya
pembuat keputusan yang terbatas. Alternatif adalah kegiatan atau tindakan
yang diambil untuk mencapai suatu tujuan.

c. Sumber daya yang dibatasi oleh sumber daya adalah pengorbanan yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan
sumber daya ini terbatas. Keterlibatan ini membutuhkan proses

optimalisasi.
Manfaat Optimalisasi:

a. Mengidentifiksi tujuan,

b. Mengatasi kendala Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat
diandalkan,

c. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

2. Teori Fungsi dan Peranan

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah

penggunaan suatu benda, kemudahan penggunaan dan pekerjaan yang dilakukan.
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Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang memiliki jenis yang sama karena sifat,

implementasi, atau pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut
Sutarto,'? yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu
sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari
orang-orang dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut dengan “role”
dan pengertiannya “persons” adalah suatu tugas atau kewajiban dalam suatu

perusahaan. Itu berarti "tugas dan tanggung jawab dalam bisnis atau pekerjaan.!3

Peran didefinisikan sebagai sarana perilaku yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang
di suatu acara. Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).'* Seseorang
berperan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
Perbedaan antara status dan peran melayani sains. Keduanya tidak dapat dipisahkan

karena yang satu bergantung pada yang lain.

2 Nining Haslinda Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi
Pegawai Pada Sekertariat Pemerintah Kota Makassar, (Makassar: Fisipol, 2008), h. 30.

13 Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung,
2014), h. 62.

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 854.
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Tidak ada pekerjaan tanpa peran dan tidak ada pekerjaan tanpa kedudukan.
Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola interaksi
sosial dalam kehidupannya. Pada saat yang sama, ini berarti bahwa peran tersebut
menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan

masyarakat kepadanya

3. Teori Tata Negara

a. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas
hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti “rechtstaat”
(Belanda), “etet de droit” (Prancis), “the state according to law”, “legal
state”, “the rule of law” (Inggris). Secara historis, istilah rule of law telah
lama dikenal dan diterima di banyak negara sejak abad ke-18. Istilah rule of
law telah digunakan di Indonesia sejak negara tersebut mendeklarasikan diri

sebagai negara merdeka.

Istilah negara hukum sudah dikenal di Indonesia sejak negara
mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat yang merdeka. Deklarasi
Negara Hukum di Indonesia ini dapat kita temukan dalam Gambaran Umum
UUD 1945 Butir | Tentang Instansi Pemerintah yang menyatakan Indonesia
adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Penyebutan kata “negara

hukum” dalam gambaran umum ini adalah bahwa istilah “negara hukum”
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mempengaruhi bahkan mempengaruhi berdirinya para pendakwah dan pendiri

negara Indonesia, tetapi tidak perlu mengaitkan istilah "aturan".

Bersama dengan kata "aturan”. Sebab antara keduanya sangat berbeda
filosofi maupun latar belakangbudaya masyarakatnya.'® Konsep negara
hukum pada saat ini sudah menjadi model baginegara-negara di dunia, bahkan
dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep
negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang

dianggap paling ideal.

Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat
negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi
hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan

konsep demokrasi.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, makadalam
setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar
bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan
tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah
yang dianggap berdaulat di atassegala-galanya yang kemudian melahirkan

sistem demokrasi.

Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan

dalamperaturan  perundang-undangan, sedangkan prinsip  demokrasi

15 Nani Suryawaty, Hak Asasi Politik Perempuan, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, h. 12.



14

mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Didalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh
penguasa negara dan/atau pengauasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari
pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan
wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri

atau karakter negara hukum.

Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan
prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dankonstitusi,
adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi yang

berbeda-beda.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar
Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas
hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semuaorang sama
kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa
konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat
maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa

ada pengecualian sedikitpun.®
b. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai

suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi

16 Nani Suryawaty, Hak Asasi Politik Perempuan, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, h. 12.
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dalam negara tersebut.!” Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya
dengan efektif maka aktivitasnya diawasidan dibatasi langsung oleh undang-
undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan
pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk
kenegaraan yang paling kokohjika dibandingkan dengan negara federal atau
konfederasi, karena dinegara kesatuanterdapat persatuan (union) serta
kesatuan (unity).!® Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan
adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara didalam negara,
hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki
kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut.’® Negara

kesatuanmemiliki 2 bentuk :

1) Negara Kesatuan bersistem sentralisasi didalam negara kesatuan
dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung
diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan

instruksidari pemerintah pusat tersebut.

17 Sadu Wasistiono, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan), dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan
Daerah, Volume I, Edisi Kedua, (Bandung: Nusa Media, 2004), h. 9.

18 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, (Bandung: Binacipta, 1974), h.188.

19 Abu Daud Busroh, IImu Negara, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 64-65.
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2) Negara Kesatuan bersistem desentralisasi didalam negara kesatuan

dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kewenangan
untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang
disebut daerah otonom. Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara
disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah istilah teknis untuk
menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri
dalam negara tersebut.?® Kata daerah (gebiedsdeel) dimaksudkan
untuk menjelaskan bahwa ada sebuah lingkungan yang terbentuk
dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut
dengan wilayah (gebied), atau dengan kata lain daerah bermakna
bagian atau unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih
besar.Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang yang
diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan
karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan. Alasan
pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan pemerintahan dengan
mengesampingkan hak pemerintah daerah untuk terlibat langsung

adalah untuk menjaga kesatuan dan integritas negaranya.

20 Ni'matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, (Bandung: Nusa Media, 2014),

Cetakan 1, h. 3.
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c. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah
otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan
daerah untukmenyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu
yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di

daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah
berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak
dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerahotonom

sekaligus wilayah administratif.

Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas

desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara
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meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota,
terutama untuk kewenangan yang mutlakberada di tangan pemerintah pusat.
Model ini oleh B.C.Smith dinamakan sebagai “Fused Model”. Daerah
kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan

asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model”.

1) Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak
danwewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.

2) Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur
serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan
hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

3) Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
sertakewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya
sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.

d. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati
3 (tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan
daerah,yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan
dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan

yangberpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Dimensi Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan

daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya
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mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua
berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Pemerintah lokal
pada pengertian pertama menunjuk padaorganisasi/badan/lembaga yang

berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk
pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah,
dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPR). Kedua lembaga ini yang menggerakkan
kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini
dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority).
Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah
daerah melakukankegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan
fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan
kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi
pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi

yudikatif.

Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi

legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani
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pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi
bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks
Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya)
Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim

digunakan pada local government.

Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi
pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan

kebijakan (policy executing function).?
e. Konsep Tata Kelolah Pemerintah yang Baik atau Good governance

Good governance di Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang
bersih, baik danberwibawa. Good governance berasal dari dua kata yang
diambil daribahas inggris,yaitu good and governance dimana good berarti
nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebutuhan rakyat, kemandirian, aspek
fungsional, dan pemerintahan yang efektif danefesien. Sedangkan governance
memiliki artisemua mekanisme, proses, dan institusidimana warga Negara dan
kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak

hukum, memenuhi kewajiban, dan memenuhi perbedanya.

2L H. M. Aries Djaenur, Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Modul 1, h. 6-7.
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Work Bank mendefenisikan tata kelola yang baik karena pelaksanaan
manajeman atau manajemen yang solid dan akuntabel dalam pemerintahan
dan didukung prinsip-prinsip pasar yang efesien juga karena penjegahan
korupsi baik secara administrative maupun politik. Ini dalam sektor
pemerintah atau sektor swasta merupakan inofasi mutlak atau tindakan dalam
upaya untuk membentuk kredibilitas manajerial publik yang handal. Good
governance hadir sebagai berbagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang
terjadi selama ini di suatu negara. Tata kelola yang baik membantu
mengintergrasikan peran pemerintah, sector swasta, dan oleh karena itu
masyarakat untuk mewujudkan konsensus yang khas, di mana pelaksanaannya

dapat dipertanggungjawabkan dan efektif danefisien.

Good governance adalah terselenggaranya manajemen pembangunan
yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, menghindari salah
alokasiaset, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif.
Tata kelola yang baik menegakkan disiplin anggaran dan menciptakan

kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis.

Tata kelola yang baik didasarkan pada konsep bahwa strategi untuk
mencapai keputusan dan implementasinya dipertanggungjawabkan bersama.
Sebagai konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan juga
swasta untuk penyelenggaraan negara selama bernegara. Tata kelola yang

baik dapat diwujudkan melalui upaya sinergi antara masyarakat sipil, sektor
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publik umum, dan oleh karena itu sektor swasta dalam mengelola sumber
daya alam, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tata pemerintahan yang baik
minimal harus siap untuk mewujudkan keinginan partisipasi, efisiensi dan
efektivitas, transparansi, dan keadilan.

4. Teori Siyasah Tasyri’iyyah
1. Pengertian Figh Siyasah Figh Siyasah terdiri dari dua kata.

Figh dan Siyasah. Figh berasal dari kosa kata fagiha, yafgahu, fighanl
yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata Sasa,
Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala,
la mengatur urusan untuk kebaikannya. Figh Siyasah atau disebut Siyasah
Syar’iyah yang secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah
sesuatu yang bersifat syar’i.?? Segala hal yang membutuhkan pengaturan
dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan,
regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri
ataupun hubungan internasional.

Dalam kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum vyaitu:
hukum syariat, yaitu:

a. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan RasulNya
dalam al-Qur’an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat

abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.

22 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar iyah wa-al-Figh al-1slami, (Mesir: Mathba’ah Dar al-
Ta’lif, 1993), h. 7.
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b. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal
dengan figh.

c. Hasil pemahaman umara’ (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang
disebut dengan siyasah syar’iyah dalam bentuk peraturan
perundang- undangan (hukum gqanuni). Hukum ganuni ialah
hukum vyang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang

berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. 2

Figh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara
lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana
kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan
menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa

pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Sumber dan Ruang lingkup Figh Siyasah Figh siyasah adalah bagian dari

figh.

Figh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam

pengkajiannya. Sumber Figh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

a. Al-Qur’an dan al-Sunnah,
b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur’an dan al-Sunnah’

c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

23 Ahmad Sukarja, Fikih Siyasah, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003), h. 193.
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Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan
bahwa sumber kajian figh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan
lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau
kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat,
pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat
sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari figh siyasah
adalah metode ushul figh, yang antara lain: giyas, istihsan, maslahah
mursalah, istishab, sadd zari’ah dan urf, yang terangkum dalam kajian

ilmu ushul figh serta kaidah-kaidah figh.

Dalam kajian figh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi
disebut juga al- sultah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah
Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak
seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan
bagi umat Islam. Dalam wacana figh siyasah istilah al-sultah al-
tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau
kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di
samping kekuasaan ekskutif (al-sulsah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan

yudikatif (al-sulzah al- gada'iyah).

Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan
pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan

dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang
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telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain
dalam al-sultah al-tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah
syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di
dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan

ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan
legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam,
karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini
akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan

dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari
para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai
bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang
Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas
menggali dan memahami sumber-sumber syari’at Islam; al-Qur’an dan
Sunnah Nabi dan menjelas hukum- hukum yang terkandung

didalamnya.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh
lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat

Islam tersebut. Di sinilah perlunya al-sultah al-tasyri’iyah itu diisi oleh
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para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas.
Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang
keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak
mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan
negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang

dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan.

Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol
atas lembaga ekskutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada
eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk

didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

C. Kerangka Konseptual

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun
1945 didesain sebagai Negara Kesatuan. Karenanya, kedaulatan adalah tunggal
atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian seperti dalam
negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut

desentralisasi.?*

Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh

pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia selain dilakukan

24 M. Laica Marjuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif
Negara Kesatuan, (Sekjend MKRI, 2006), h. 159.
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oleh pengawas intern pemerintah, DPRD juga mempunyai kewenangan dalam
melakukan pengawasan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, posisi DPRD
dibuat sejajar dan menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah.® Fungsi
pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap
pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan

anggaran yang berbasis kinerja.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD
selain fungsi legislasi dan anggaran. Secara melembaga sudah terwakili melalui
wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa
berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah
daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan

perundangan yang berlaku.?®
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai
rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana pada satu pihak

menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai

% Ridha Kurniawan, S.H., M.H., Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan
APBD Oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia, (Jambi: Fakultas
Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, 2018), h. 71.

% Aminudin, Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pertahanan yang
Baik, (Universitas Tadulako, 2015), Vol 3 No 12, h. 133.
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kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran
tertentu,dan dilain pihak menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber
penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan
instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan
umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.?” Menurut Kepmendagri Nomor
29 Tahun 2002: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

tentang APBD”.
APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk
menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang
merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;

d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Bentuk dan susunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 adalah terdiri atas tiga bagian, yaitu
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. APBN apabila dilihat dari segi hukum,

merupakan mandat dari DPR kepada pemerintah untuk melakukan penerimaan

21" Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 150.
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atas pendapatan negara dan menggunakannya sebagai pengeluaran untuk tujuan-
tujuan tertentu dan dalam batas jumlah yang ditetapkan dalam suatu tahun

anggaran.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan Asli Daerah
(PAD), dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja
digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik,
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja
aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum,
belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan
dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan
daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan
daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi,
hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan.
Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang
pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan

sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran
APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember.
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APBD terdiri atas:

a. Anggaran pendapatan, terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD),
yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana
perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan yang sah
seperti dana hibah atau dana darurat.

b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan
tugas pemerintahan di daerah.

c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya.
Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan.
Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki
kekuatan untuk dilaksanakan.

b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun

yang bersangkutan.
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c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan Kkerja, mengurangi
pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan
efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.

e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan
kepatutan.

f. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat
untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.

3. Pengawasan

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan
cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini
menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan

pengawasan.?®

28 Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.



32

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional
yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap
pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan
khusunya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan
kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi
penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau
kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada
tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu
mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan
kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai

yang tidak memperoleh bimbingan.?®

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh

keberagaman pengertian tersebut :

a. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah
suatu usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan
tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik,
membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil

tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber

2 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali:
2013), h. 172.
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daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam
pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

b. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole
dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu
oganisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh

mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.®

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang
berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan
kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana
kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi

dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan
merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai
bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di

bawahnya”. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan

30 Erlis Milta Rin Sondole, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap
Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VIl Pertamina BBM Bitung, Jurnal
EMBA, 2015, Vol. 3, h. 652.
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terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung
makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi
yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan
4. Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan
operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu
budget tergantung besar kecilnya suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas di

atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang.

Menurut M.Munandar pengertian anggaran yaitu : “Suatu rencana yang di
susun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang
dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu

(priode) tertentu yang akan datang”.3!

Adapun pengertian anggaran pendidikan menurut UU Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Pasal 1 Angka 1
ke-42 bahwa: “Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan yang dianggarkan melaluikementerian negara/ lembaga, alokasi

anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan

31 Aditya Achmad Fathony, Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Penggunaan Anggaran
Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk,Vol.
10 No. 1, h. 3.
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melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk
anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII
Wajib Belajar Pasal 34.32 Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat
mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20%
dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan

dalam APBN dan APBD.

Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat
aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama
penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen
perusahaan untuk digunakan olenh manajemen dalam proses pengambilan

keputusan.

%2Undang-undangNo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Wajib
Belajar Pasal 34
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5. Pendidikan

a. Definisi Pendidikan

Pendidikan menjadi cerminan kualitas suatu negara karena mampu
memberikan gambaran kualitas sumberdaya manusia di dalamnya. Pendidikan
nasional itu sendiri bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana tertera dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum
Pasal 3 yang berbunyi ‘“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap lembaga
pendidikan yang salah satu di antaranya adalah perguruan tinggi, dituntut
untuk bisa menjaga kualitas.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal.
Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya

akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab
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terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005%
membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang
meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya
operasional, biaya investasi dan biaya personal. Sesuai dengan UUD 1945
yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada
pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran
belanja negara (APN) seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Kepmendiknas
N0.129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai
dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan
nasional.>* Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga,
dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan
ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan
kepemudaan dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan
untuk masing-masing SPM.
Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

1) Menurut Aritoteles

Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara, dan dilakukan,

terutama setidaknya, untuk tujuan Negara itu sendiri. Negara adalah

institusi  sosial tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau

43.

33peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
% Rida Fironika K., Sistem dan Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung, h.
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kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan/bekal untuk beberapa
aktivitas/pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh
undang-undang untuk membuatnya sesuai (koresponden) dengan hasil
analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik
secara fisik (lahiriah) maupun mental (batiniah/jiwa).

2) Menurut Socrates
Pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran.
Sedangkan metode-nya adalah dialektika.

3) Menurut Undang-Undang
UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989: Pendidikan adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan
latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.UU SISDIKNAS no.
20 tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

b. Tujuan Pendidikan
Tujuan Pendidikan akan menentukan kearah mana anak didikan dibawa.
Disamping itu pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Tujuan
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pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut islam dan

tujuan pendidikan secara umum.

1) Tujuan Pendidikan Secara Religi

2)

a)
b)
c)
d)

e)

Pembinaan Akhlak

Penguasaan lImu

Keterampilan bekerja dalam masyarakat
Mengembangkan akal dan Akhlak

Pengajaran Kebudayaan

Tujuan Pendidikan Secara Umum

Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

a)

b)

Tujuan pendidikan terdapat dalam UU No2 Tahun 1985 yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
yang seutuhnya yaitu yang beriman dan dan bertagwa kepada
tuhan yang maha esadan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dankerampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan berbangsa.

Tujuan Pendidikan nasional menurut TAPMPRNOII/MPR/1993
yaitu Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh,
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f)

9)
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cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta
sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan
memepertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat
kebangsaan dan kesetia kawaan sosial, serta kesadaran pada
sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta
berorientasi masa depan.

TAP MPR No 4/MPR/1975, tujuan pendidikan adalah membangun
dibidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara pancasila dan
diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang
berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani
dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat
mengembangkan kreatifitas dantanggungjawab dapat menyuburkan
sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan
kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur,
mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan
ketentuan yang termaktub dalam UUD1945.

Menanamkan pengetahuan / pengertian, pendapat dan konsep-
konsep.

Mengubah sikap danpersepsi.

Menanamkantingkah laku /kebiasaan yangbaru.
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3. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan merupakan serangkaian tugas ataumisi yang

diemban dan harus dilakukan oleh pendidik. Tugas atau misi pendidik itu

dapat tertuju pada diri manusia yang dididik mauapun kepada masyarakat

bangsa ditempat ia hidup. Adapun beberapa fungsi pendidikan:

a.

d.

e.

Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar
menjadi manusia secara utuh, sehingga iadapat menunaikan tugas
hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia.
Bagimasyarakat, pendidikan berfungsi untuk melestarikan tata social
dan tata nilai yang ada dalam masyarakat (preserveratif) dan sebagai
agen pembaharuan social (direktif) sehingga dapat mengantisipasi
masa depan.

Menyiapakan tenaga kerja

Menyiapkan manusia sebagai warga Negara yang baik.

Menyiapkan manusia sebagai manusia

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang

menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut.

Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan

mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami
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Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan
di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian
ini, berikut ini peneluis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari

isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



FUNGSI DAN PERANAN DPRD DALAM
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI
SIDENRENG RAPPANG (PERSFEKTIF SIYASAH

TASYRI'IYYAH)
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TEORI
OPTIMALISASI

TEORI SIYASAH
TASYRI'IYYAH

TEORI FUNGSI TEORI HUKUM
dan PERAN TATA NEGARA

PENGALOKASIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
DI KAB SIDRAP SEBESAR 20% ATAU
1.200.000.000.000 DARI APBD 2022




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber hukum melalui kualitatif dan selanjutnya
di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara
naturalistik untuk mendaptkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok
pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman

terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sidenreng Rappang.
a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tugas satu
diantaranya yakni melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di kantor Dinas Pendidikan
b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng
Rappang yang memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika

memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

44
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C. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Peranan DPRD dalam Fungsi

Anggaran Pendidikam di Kabupaten Sidenreng Rappang (Siyasah Tasyri’iyyah).

1. Gambaran Umum Objek Penelitian
a. Profil DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan wilayah di Provinsi/daerah Bupaten/kota di
Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3
b. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Profil DPRD Kabupaten Sidenreng
Rappang
1) Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan mengenai tugas dan
wewenang DPRD Provinsi, menyebutkan:
a) membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
b) membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda
Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi
dan APBD provinsi;

d) memilih gubernur;
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e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada
Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan pemberhentian;

f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di
Daerah provinsi;

g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

1) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani
masyarakat dan Daerah provinsi; dan

J) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan

2) peraturan perundang-undangan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah

kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Sedangkan fungsi dari DPRD kabupaten/kota menurut Pasal 149
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: KOMISI 1
//,
4’//(
o ' Nama Jabatan
.|/,
1 H.Ruslan,SH.M.AP Ketua DPRD Kab. Sidrap

2. Ahmad Shalihin Halim,S.Th.I.M.Hum | Ketua Komisi | DPRD Kab. Sidrap

3 Naharuddin Sadeke,ST Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Sidrap
4. M.Rasyid Ridha Bakri,S.Pd Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Sidrap
5. Samsumarlin Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap

6. Hj.Kartini Bekka,SKM.M.Kes Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap

7 Idham Mase Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap

8 H.Akhmad Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap

9 H.Rusdy Gani Anggota Komisi I DPRD Kab. Sidrap

10. | A.Fachry AB,S.Pi Anggota Komisi | DPRD Kab. Sidrap
11 Sainal Husain,S.Sos Anggota Komisi | DPRD Kab. Sidrap

. @ =

c. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang
Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Sidrap adalah SKPD yang
memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengevaluasi dan membuat pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dilingkungan pemerintah Kab
Sidrap.

d. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sidenreng Rappang
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e Melakukan perumusan kebijakan dan rancana teknis sesui dengan
lingkup tugas pendidikan.

e Melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan.

e Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan.

e Melaksanakan adminidtrasi dibidang pendidikan.

e Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

e Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan
lingkup pendidikan.

e. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sidenreng Rappang

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
Subbag Prog Subbag Umum &
Pelaporan & Keu Kepegawaian
I 1
BIDANG BIDANG
SARPRAN DIKLUSEPORA
Seksi Pend. Luar

Sekolah

Kelompok
Jabatan Fungsional

[
BIDANG
DIKDASMEN
Seksi Kunkulum
dan Kesiswaan

Seksi Tenaga Seksi Sarana
Teknis & Prasarana Seksi Pemuds daty

Petlengkapan SMP/SMA'SMK Olahraga

Kependidikan

Seksi Sarana
Prasarana TK'SD

CABANG DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan

yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk
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primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini
dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber
asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan
untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari
anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dan pegawai yang bekerja di
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Data Sekunder
Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri peraturan, dari
buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet.
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang
terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari
lokasi penelitian (Field Research) agar memperoleh data-data yang akurat dan

kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)
Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu

objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara
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sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.®®> Pengamatan yang dilakukan
menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan
diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang
berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan
pegawai, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan
kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau
diteliti.®®

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik
wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara
narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen
penting dalam proses penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah
pegawai di Dinas Pendidikan kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data

audivisual. Metode ini merupakan suatu cara pegumpulan data yang

menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan

% Ni’matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, Cet. I, (Malang: UMM
Press, 2018), h. 1.

% Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.
50.
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dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah

dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan

penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam

pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).®’

Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibiltas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau
meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-
benar akurat menggunakan triangulasi.®®

Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian
kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian
yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses

penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.3®

Teknik Analisis Data
Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan

melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

241.

338.

337.

37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.

39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.
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pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam
pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya
dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah
bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,
selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.”® Pada penelitian ini
menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di
lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan
Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data,
model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.
G. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.** Dalam proses
reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.

la merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan
data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah
potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,

40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta Cet. X1X, 2014), h. 194.

41 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.
209.
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memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan

akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

1. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik,
jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan
menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian,
tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan
suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah
mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.
Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang
kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau
konfigurasi yang mudah dipahami.*?

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga
menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis
tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan
menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan

42 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.
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menentukan data yang mana, dalambentuk yang sama, harus dimasukkan ke
dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.*®
Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai
memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,
konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga
dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran

dan kearutan data.

43 Emzir, Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 132.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan wilayah di Provinsi/daerah Bupaten/kota di Indonesia. DPRD

disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah Kkota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum.

55
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4.Gubernur, Bupati, dan Walikota ~masing-masing sebagai kepala
pemerintah  daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis.

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi  seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.

6. Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan peraturan daerah  dan
peraturanperaturan lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

7.Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur

dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota)
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas
anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum

yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan adanya perhatian yang sangat
besar dari para founding fathers terhadap bentuk dan susunan pemerintahan daerah
sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi, termasuk lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan rakyat tingkat daerah yang



57

dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dengan

perkataan lain.

Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan
wujud untuk menegakkan dan membina kehidupan demokrasi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menganut prinsip
demokrasi yang diberi nama “kedaulatan rakyat” atau “kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” atau ‘kedaulatan
berada ditangan rakyat”. Konstelasi diatas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan bahagian integral dalam sistem demokrasi
Pancasila, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan keikutsertaan masyarakat
daerah melalui lembaga legislatif daerah dalam turut mengatur jalannya pemerintahan
di daerah, baik dengan cara ikut merumuskan berbagai kebijaksanaan maupun
melalui  fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah.

Berdasarkan realitas tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam rangka mengatur dan mengurus dirinya sendiri, membawa konsekuensi
terhadap pengawasan lembaga legislatif daerah kepada lembaga eksekutif daerah,

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan

daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah
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Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam menganalisis
hubungan kewenangan antara DPRD (Badan Legislatif Daerah) dengan Kepala
Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam sistem pemerintahan daerah menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami makna

“kewenangan”, “hubungan kewenangan”, dan “jenis kewenangan”.

Fungsi DPRD menurut UU No 17 Tahun 2014, DPRD berfungsi sebagai
Legislasi (pembuat Perda bersama Bupati), Anggaran (membahas dan memberikan
persetujuan Ranperda mengenai APBD Kab yang diajukan oleh Bupati) dan
Pengawasan (melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
Kab). Dalam fungsi pengawasan pemerintah haruslah amanah dalam menjalankan
tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan sesuai dengan firman Allah dalam

Q.S.As-Sajdah ayat 32/24:

£
s s s :4T > .-

P
s Re B e 8 S a1 L f - 5 77
(2 058 Ll 19152 Tgme L BAL Zosaq degl f4e Llas

Terjamahannya:

Kami menjadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberikan petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar.
Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami.**

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan

kekuasaan eksekutif atau administratif. Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang

4 Q.S. As-Sajdah ayat 32/24.
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mengatur tentang kewenangan DPRD dan Kepala Daerah diberbagai peraturan
perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan
kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam

beberapa jenis yaitu:+

1. Hubungan pemilihan

2. Hubungan perundang-undangan
3. Hubungan anggaran

4. Hubungan pengawasan

5. Hubungan pertanggungjawaban

6. Hubungan Administrasi

Berikut akan diuraikan tentang pengaturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD. DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui
pemilihan umum sesuai dengan Pasal 341 dan 342 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

4 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 273.
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Rakyat Daerah. Dalam Pasal 343 DPRD mempunyai fungsi legislasi,

anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka

representasi rakyat di kabupaten/kota. Fungsi pengawasan sangat

berhubungan dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban

DPRD, dalam Pasal 344 ayat

a.

disebutkan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah
sebagai berikut membentuk peraturan daerah kabupaten/kota,
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan
daerah mengenai APBD yang di ajukan oleh bupati/walikota.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap
pelaksanaanperaturan daerah dan APBD kabupaten/kota.
Mengusulkan pengangktan dan pemberhentian bupati/walikota dan
wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negri melalui
gubernur untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan atau
pemberhentian.

Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil bupati/wakil walikota.

Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah
daerah  terhadap rencana  perjanjian internasional  di
kabupaten/kota.

Memberikan persetujuan terhadap rencana sama internasional

yang dilakukan pemerinyah kabupaten/kota.
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h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

I. Memberikan persetujuan terhadap kerja sama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

J. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesui dengan
peraturan perundang-undangan.

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang daripada DPRD,
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini mengamanatkan kepada DPRD untuk diatur
dalam tata tertib DPRD.* Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
kabupaten/kota tersebut adalah dimaksudkan untuk menindak lanjuti fungsi
legislasi dan fungsi anggaran DPRD, sehingga produk DPRD dalam fungsi
legislasi dan anggaran dapat diawasi pelaksanaannya oleh DPRD. Untuk menindak
lanjuti pengawasan DPRD dapat meksanakan haknya yaitu hak interplasi, hak angket
dan hak menyatakan pendapat yang lebih lanjut pengaturannya diatur dalam tata

tertib DPRD.

4 Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
rumah Hj. Kartini
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pembagian ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengganti dari Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat bahwa DPRD dibedakan menjadi
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
terbagi menjadi tiga, yaitu:
a. pembentukan Perda kabupaten/kota
b. anggaran
C. pengawasan

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-
undang, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda
Provinsitentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;

C. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi

dan APBD provinsi;
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d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada
Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian;

€. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di
Daerah provinsi;

f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
dan Daerah provinsi; dan

I. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Pendistribusian Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sesuai dengan ketetapan PERDA No 9 Tahun 2016 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidenrang Rappang (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang

disahkan untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 1.200.000.000.000. (Satu Triliun Dua Ratus
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Milyar Rupiah)*’ dan menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk
pendidikan minimal dua puluh persen dari pendapatan belanja negara, serta dari
pendapatan dan belanja daerah. Maka anggaran daerah di bidang pendidikan di

Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 20% yang meliputi pembiayaan:

1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai.
2. Belanja langsung, yaitu:
a. Program peningkatan disiplin aparatur
b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
d. Program pendidikan anak usia dini
e. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
f. Program pendidikan non formal
g. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
h. Program manajemen pelayanan pendidikan
i. Program pelayanan administrasi perkantoran

j. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dalam PERDA No 4 Tahun 2019 terdapat pada pasal 61 sebanyak 20%
APBD dialokasikan ke pendidikan tetapi nyatanya APBD sebesar 20% tersebut tidak
pernah jelas sampai di daerah dan pusat memerintahkan 20% itu dari APBD murni

4’Hamka, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli
2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.
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namun penghitungan di daerah tidak seperti itu, rasio anggaran pendidikan yang
sebenarnya sebanyak lebih dari 30% APBD yang menjdi masalah yaitu perhitungan
yang tidak murni karena semua termasuk transfer dari pusat (seperti Dana BOS,
Sertifikasi, BAK, Dana Alokasi Khusus dll) perhitungan tersebut belum jelas apakah
sudah termasuk semua dalam 20% sesuai dengan PERDA yang berlaku.*® APBD Kab
Sidrap itu berjumlah Rp. 1.200.000.000.000. (Satu Triliun Dua Ratus Milyar Rupiah)
sedangkan anggaran pendidikan di Kab Sidrap berjumlah Rp 351,911,372,000 (Tiga
Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh
Dua Ribu Rupiah) .*

Dalam pengawasan DPRD menyangkut penganggaran pendidikan di Kab
Sidrap itu rutin dilakukan, sebelum rapat paripurna dilaksanakan wajib halnya rapat
dengan dinas-dinas yang terkait dan setiap akhir tahun akan di evaluasi sejaunh mana

kinerjanya dan pencapaian apa yang telah dicapai serta kendalanya.*

Menurut hasil wawancara saya dengan salah seorang anggota DPRD Komisi |

Kab Sidrap terhadap anggaran daerah di bidang pendidikan di Kab Sidrap adalah:>*

a. Tiap empat bulan sekali diadakan evaluasi dengan berbagai dinas terkait
khususnya dinas pendidikan guna mengevaluasi anggaran pendidikan sudah

berjalan dengan baik atau tidak,>

4 Hamka, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli
2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

49 Resti Ayi Lestari, Pramubakti Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli
2022 di Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

50 Israil, Pramubakti Dinas Pendidikan Kab Sidrap, wawancara, tanggal 20 Juli 2022 di
Kantor Dinas Pendidikan Kab Sidrap.

51 Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.

52 Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.
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b. Dalam melakukan pengawasan langsung, pihak Komisi | melakukan
kunjungan ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, maupun SMA/SMK untuk
melihat jalannya pendidikan.>®

c. Dalam melakukan pengawasan tidak langsung, Pihak Komisi | mempelajari
laporan-laporan maupun pengaduan-pengaduan yang diterima baik secara
lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Pihak Komisi | melakukan pertemuan
dengan cara memanggil si pelapor, pihak-pihak yang terkait, dan Dinas

Pendidikan.

Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD (Badan
Legislatif Daerah) dengan Kepala Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam
sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan
pelaksanaannya, perlu dipahami makna “kewenangan”, “hubungan
kewenangan”, dan “jenis kewenangan”. Kewenangan adalah apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh
undang-undang, vyaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau
administratif. Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang mengatur tentang
kewenangan DPRD dan Kepala Daerah diberbagai peraturan perundang-
undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan kewenangan
antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa

jenis yaitu:

%3 Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.
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a. Hubungan pemilihan

b. Hubungan perundang-undangan
¢. Hubungan anggaran

d. Hubungan pengawasan

e. Hubungan pertanggungjawaban
f.  Hubungan Administrasi.

Mekanisme Pengawasan DPRD Kab Sidrap

Mekanisme pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang
harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Artinya
pengawasan itu terdiri atas berbagai aktivitas agar segala sesuatu yang menjadi
tugas dan tanggung jawab yang menjalankan rencana terselenggarakan. Terdapat
empat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kab Sidrap dalam
melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD di bidang pendidikan.

Adapun kelima mekanisme tersebut adalah:>*

a. Menetapkan Standar Pengawasan

b. Membentuk Tim Pansus (Panitia Khusus)

c. Mengukur Pelaksanaan Pekerjaan Penilaian

d. Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan
Pekerjaan

e. Tindakan Koreksi (Corrective Action)

% Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.
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Program dan Kegiatan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan. Sebagai
bagian dari tugas desentralisasi yang dilaksanakan, maka urusan
pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakanoleh
Pemerintah daerah Kab Sidrap. Penyelenggaran urusan pendidikan ini
dimaksudkan untuk mendukung pembangunan kota yang lebih berdaya
guna dan berhasil guna, terutama dari aspek pendidikan. Adapun program
dan kegiatan pokok urusan pendidikan wajib belajar duabelas tahun oleh
pemerintah daerah Kab Sidrap adalah:

Program Pendidikan anak Usia Dini

Program Pendidikan anak usia dini dijabarkan secara operasional ke
dalam beberapa kegiatan pokok seperti Pelatihan kompetensi tenaga
pendidikan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pengembangan
Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini.
g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Penambahan ruang kelas sekolah, pengadaan pakaian seragam
sekolah, penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar, biaya operasional
manajemen bantuan operasional sekolah (BOS/BOS BUKU) dan
Beasiswa siswa miskin.

h. Progam Pendidikan Menengah sepeti pembangunan gedung sekolah,
pengadaan pakaian seragam sekolah, penyediaan mabeleur sekolah dan

penyediaan biaya opersasional sekolah.
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Faktor Pendukung DPRD dalam melaksanakan Pengawasan Anggaran
Pendidikan di Kab Sidrap. Adapun faktor pendukung yaitu dari dinas
pendidikan dimana dia sebagai lembaga yang diawasi dan diberikan tugas
dakam mengelolah anggaran pendidikan. Tugas pokok Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab Sidrap adalah membantu pemerintah daerah dalam hal ini
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepala daerah. Adapun tugas lainnya yaitu:

1. Melakukan perumusan kebijakan dan rancana teknis sesui dengan lingkup
tugas pendidikan.

2. Melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan.

3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan.

4. Melaksanakan adminidtrasi dibidang pendidikan.

5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

6. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup

pendidikan.

Adapula dua faktor yang menjadi penghambat jalannya penggunaan
fungsi pengawasan DPRD Kab Sidrap, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal:
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1. Faktor Internal

a. Sumber daya yang terbatas, lebih berkaitan pada kemampuan
dan kualitas anggota DPRD belum sepenuhnya di bidang
pendidikan. Karena seperti diketahui anggota DPRD Kab
Sidrap khususnya Komisi | yang membidangi masalah
pendidikan ini yang masih memiliki jenjang pendidikan Sarjana
masih beberapa anggota saja, anggota yang lain masih jenjang
pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), maka tak khayal
masih diperlukannya pihak-pihak berkualitas lain yang ikut
membantu dalam hal mekanisme pengawasan ini.

b. Ketidaksamaan persepsi anggota DPRD Kab Sidrap yang
berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. Dengan
perbedaan tersebut, selama ini dalam penyampaian sering
terjadi perbedaan pendapat yang di latarbelakangi kepentingan
politik tertentu yakni dengan menuruti kebijakan dari Fraksi

Partai Politik itu sendiri.

Adapula Upaya yang Harus dilakukan DPRD guna Menghadapi

Pengawasan terhadap Anggaran di Kab Sidrap, yaitu:

Upaya di dalam kendala Internal, Perlu memperbanyak studi baik yang
formal maupun nonformal untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian
anggota DPRD di bidang pendidikan. Melakukan bimbingan teknis dengan
cara melakukan orientasi dan pendalaman tugas. Profesionalitas anggota
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dewan perlu ditingkatkan agar mampu mendahulukan kepentingan rakyat di
atas kepentingan partai.>®

2. Faktor Eksternal

Kendala DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Di Bidang
Pendidikan di Kab Sidrap Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan
Hj. Kartini B. SKm., M.Kes., Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap,
mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD Kab Sidrap,
khususnya tentang Dinas Pendidikan, Beliau mengatakan masih
ditemukannya beberapa masalah terkait dengan penerapan pendidikan di
Kab Sidrap Masalah tersebut meliputi pada perluasan akses, pemerataan
pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan dan efisiensi

peningkatan manajemen pendidikan.

Dalam pemerataan pendidikan, relatif masih rendahnya kualitas
sarana dan prasarana pendidikan terutama kondisi gedung dan ruang kelas.
Kemudian masih lemahnya manajemen kurikulum yang berdampak pada

peningkatan mutu pendidikan.

Terdapat tiga masalah terkait terhadap penerapan pendidikan Tahun

2022 di Kab Sidrap. Adapun 3 permasalahan yang dihadapi itu adalah:®

% Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.

% Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.
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a. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan. Relatif masih belum
terpenuhinya daya tampung sekolah pada tingkat SMK, guna
memenuhi akan tingginya minat masyarakat untuk memperoleh
pendidikan pada tingkat SMK negeri. Relatif masih tingginya
Angka Putus Sekolah pada tingkat SMP dan Sekolah Menengah.
Relatif masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikat
terutama kondisi gedung dan ruang kelas, sehinggga kurangnya
tingkat kenyamanan siswa.

b. Efisiensi Peningkatan Manajemen Pendidikan. Masih rendahnya
kualitas manajemen Kepala Sekolah. Masih belum mampunya
sistem evaluasi diterapkan untuk mengukur sepenuhya Kinerja

satuan pendidikan. Terutama untuk sekolah yang non formal.

Adapun Upaya DPRD dalam Pengawasan Terhadap Anggaran di Bidang
Pendidikan di Kab Sidrap. Maka dalam bidang pendidikan terdapat tiga poin
penting yang diutamakan oleh DPRD Kab. Sidrap guna meningkatkan mutu

pendidikan, yaitu:

Keberhasilan di bidang pendidikan yang diinformasikan
melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak didukung
informasi lengkap mengenai jumlah sekolah, bangunan, rasio jumlah guru dan
murid dan daya tampung ruang kelas. Untuk itu diminta kepada Dinas
Pendidikan Kab Sidrap agar mempersiapkan data base sesuai dengan yang
dibutuhkan.

Diharapakan tidak ada lagi pengutipan biaya-biaya
tambahan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap murid untuk
kepentingan tertentu.
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3. Kebijakan pemerintah daerah Kab Sidrap terkait program
wajib belajardua belas tahun, khususnya tentang penyaluran beasiswa untuk
siswa miskin segera disosialisasikan dengan baik seacara transparan agar
masyarakat mengetahuinya.®’

C. Persfektif Siyasah Tasyri’iyyah terhadap Peran dan Fungsi DPRD dalam
Mengawasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Siyasah Tasri’iyyah Dalam kajian figh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi
disebut juga al- sultah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak
menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Fungsi legislasi dalam konsep figh siyasah merupakan bagian dari sultah
tasyri’iyyah, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam
hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nashsh Al-Qur’an dan Sunnah,
undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah altasyri’iyyah adalah undang-
undang llahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi
SAW dalam Hadis. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi
keduanya, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-
permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya
siyasah al-tasyri’iyyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan
hukumnya dengan jalan giyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab

hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan

57 Hj. Kartini, Anggota Komisi | DPRD Kab Sidrap, wawancara, tanggal 31 Agustus 2022 di
kediaman Hj. Kartini.
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ketentuan 58 yang terdapat di dalam nashsh.

Ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf
al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad mereka juga
perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan
yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan
mereka.

Menganalisis keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi
anggaran pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam konteks ini sudah
dijala kan sebagimana mestinya walaupun ada beberapa kendala baik internal
maupun eksternal, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan
pemerintah Islam untuk menetapkan pengalokasian anggaran pendidikan sesuali
dengan PERDA No 4 tahun 2019 tentang Pendidikan sebesar 20% dan berdasarkan
ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain
dalam siyasah tasyri’iyyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk
membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi
kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Negara memiliki kewenangan
melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Quran dan Hadits.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud
sebenarnya tuntutan hukum vyang dijelaskan nash. Sedangkan analogi adalah
melakukan metode gias suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang
berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah

metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari‘ah
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dan kehendak Syari' (Allah).

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan
yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang
dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga
eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang
yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti)
serta para pakar dalam berbagai bidang.

Namun, dalam wacana figh siyasah, istilah majlis syura atau siyasah tasyri’iyah
digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah
Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (siyasah
al-tanfidziyah) dan kekuasaan yudikatif (siyasah al-gadha’iyah). Dalam hal ini,
kekuasaan legislatif (siyasah tasyri’iyyah) berarti kekuasaan atau kewenangan
pemerintah Islam untuk menetapkan hukum vyang akan diberlakukan dan
dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah
SWT dalam syari’at Islam. Sulthah al-tasyri’iyyah yang berwenang membentuk
undang-undang (legislatif), muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika
pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan
ketatanegaraan di Barat. Kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam
satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Allah SWT berfirman dalam Q.S

Ali-Imran 3/103:

358 V3 ldan iy ) 3



Terjamahannya:
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan

janganlah kamu bercerai berai.*®

% Q.S Ali-Imran 3/103.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research) dan setelah

penulis menganalisa dan menguraukan hasil pembahasan, maka penulis mengambil

kesimpulan.

1.

Peran DPRD dalam mengawasi anggaran pendidikan di Kab Sidrap sudah
cukup baik mulai dari memonitoring perencanaan anggaran, penyaluran dan
laporan anggaran serta dokumen penetapan anggaran yang memiliki
beberapa tahapan termasuk DPRD. Laporan akhir yang dilaksanakan di
akhir tahun dan membahas apa saja program kerja yang telah terlaksana dan
program kerja yang tidak terlaksana serta usulan anggaran untuk tahun
berikutnya.

Dalam Pendistribusian anggaran pendidikan di Kab Sidrap sesuai dengan
ketetapan PERDA No 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidenrang Rappang (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang disahkan
untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 1.200.000.000.000. (Satu Triliun Dua Ratus

Milyar Rupiah
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3.

1.
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Dalam Persfektif Siyasah Tasyri’iyyah terhadap Peran dan Fungsi DPRD
dalam Mengawasi Anggaran Pendidikan, keberadaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam mengawasi anggaran pendidikan di Kabupaten
Sidenreng Rappang dalam konteks ini sudah dijala kan sebagimana
mestinya walaupun ada beberapa kendala baik internal maupun eksternal

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam tata tertib
mengenai fungsi pengawasan DPRD di jelaskan tata cara bagaimana
menjalankan fungsi pengawasan yang baik, dan sesuai dengan pedoman tata
pemerintahan yang baik, agar fungsi pengawasanpun dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan tidak ada kekeliruan dan ketidak transparan antara
semua pihak yang terlibat dalam pengawasan ini.

Hendaknya dalam menjalankan semua sasaran program kerja yang akan
dicapai dilaksanakan dengan transparan tanpa mengurangi berapa

sebenarnya pengalokasian anggaran yang ada dilapangan.
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09. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu °
'?Iempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRIIRIANTY
Tempat/ Tgl. Lahir . Sidrap, 27 Maret 2001
NIM : 18.2600.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan limu Hukum Islam/
Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIl (Delapan)
Alamat : JI. Poros Sengkang, Kec. Duapitue, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan peneliian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul:

“Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di
Kabupaten Sidenreng Rappang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 18 Juli 2022
Reka




PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. § KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email ; ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 254/1P/DPMPTSP/7/2022

DASAR  1.Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian
Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2.Surat Permohonan SR IRIANTY Tanggal 20-07-2022

3.Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor B.1636/1n.39.6/PP.00.9/07/2022 Tanggal 18-07-2022
MENGIZINKAN

*SRI IRIANTY
:JL. POROS SENGKANG, DESA KALOSI, KEC. DUA PITUE

: melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan
sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA/  : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIVERSITAS
JUDUL PENELITIAN : OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERANAN DPRD DALAM

PENGAWASAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

LOKASI PENELITIAN : DINAS PENDIDIKAN, SEKOLAH DAN DPRD

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN  : 20 Juli 2022 s.d 20 Agustus 2022
1zin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 20-07-2022

Blaya: Rp. 0,00
Tembusan ;
1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2. KETUA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
3, KEPALA SEXOLAH SE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

4. DEKAN FAX. SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
5. PERTINGGAL




INSTUMEN PENELITIAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS S YARIAH DAN ILMU
HUKUM ISLAM

d
'l'aﬁ JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
I
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : SRI'IRIANTY
NIM : 18.2600.014
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERANAN DPRD

DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDENRENG

RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara 1

Narasumber : DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Apa saja tahap pengawasan DPRD Kab Sidrap dalam anggaran pendidikan?

2. Apa faktor penghambat DPRD selama mengawasi anggran pendidikan di Kab Sirdap?

3. Apa faktor pendukung DPRD selama mengawasi anggran pendidikan di Kab Sirdap?

4. Apakah anggaran pendidikan di Kab Sidrap sudh sesuai pada PERDA No 4 Tahun 2019

tentang penndidikan?

VIl



Wawancara 2

Narasumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab sidrap

1. Apakah DPRD sudah mengawasi anggaran pendidikan Kab Sidrap dengan baik?
2. Apakah DPRD sudah transparansi dalam pengawasan anggaran pendidikan di Kab Sidrap?
3. Apakah anggaran pendidikan di Kab Sidrap sudh sesuai pada PERDA No 4 Tahun 2019

tentang penndidikan?

Parepare, 20 Januari 2022

Mengetahui,-
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
Dr. H. Sudirman. L, M.H Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H
NIP: 1964123119990 3 005 NIP: 19930526201903 1 008
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PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD
DOE POS pan

JL JENDERAL SUDRMAN No 334 TELP (DA21) §1104 ¥

PROVINS| SULAWESI SELATAN

NGAN BUKTI PENELITIAN
1 1)

Yong tertancs tangen ¢ bawah n  Ssesreians Dewan Perwasian Ranyn!
Dasah Kabvpaten S.derveng Rappang menyatakan dangan sosungguhnye
bahwa sadan

Nama : SRIIRIANTY
NI : 18.2600.014
Jurusan : Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Parepare

Benar lolah melaskuan pane Lan & Kantor Sekretanat Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh Kabupsten Sderveng Rappang sejak tanggal 20 Jul sd 20
Agustus 2022 dalam ranga panutsan pene tan berudul “Optimalisas Fungsl
dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten
Sidenreng Rappang™.

Demirian Surat Keterangen v cbuat untuk dpergunakan sebagaimani

mestnyn

Pangrmene s:dnveng 28 Oktobar 2022
SEKERTAR(K DPRD KAB.SIDRAP

Pangkmt -~ < Pembina Utama Muda/IV ¢
NIP 16650809 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,

e-mail : disdikbudsldvag.slnce17ngail.com e

SURAT KETERANGAN
Nomor: 412/4qs+/Umum & Kepeg./Disdikbud

e Yang bertanda tangan di bawah ini, pihak Dinas Pendidikan dan
ebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, menyatakan  dengan
sesungguhnya bahwa Saudara:

Nama : SRY IRIANTY
Nim : 18.2600.014
Jurusan : Hukum Tata Negara

Institut Agama Islam Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tanggal 20 Juli s.d. 20 Agustus 2022,
dalam rangka penulisan penelitian berjudul “Optimalisasi Fungsi dan
Peranan DPRD Dalan Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten

Sidenreng Rappang”.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Pangkajene Sidenreng, 28 Oktober 2022
NAS
Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Rektor Institut Agama Islam Parepare di Parepare
3. dst.

Xl



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama H’A\Mhhl CP bgr (9'9?-
Tempat/Tanggal Lahir \<—u\—0 97 k?

Agama . l ¢ LA—M o
- ; K—a(‘*‘b"' PZNMFCAM&

Selaku Pihak

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri
Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Optimalisasi Fungsi dan
Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Sidenreng Rappang, 920 Juli 2022

HAMKA
tHp- 19820927 201563/ 059

X



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

. RESTL Al LESTARY

Nama

Tempat/Tanggal Lahir . ®pGoR /09 WU 19%
Agama : WLAM

Pekerjaan . PRAMUBAKTI

Selaku Pihak

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri
Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Optimalisasi Fungsi dan
Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Sidenreng Rappang, 20 Julx 2022

Sinet

Ctesn A Lestan))
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama L IsRAIL

Tempat/Tanggal Lahir : BUAKVRANS [0 4 okTOBER tagé
Agama CI$LAM

Pekerjaan ¢ Pramv BAkT!

Selaku Pihak 2

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri
Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Optimalisasi Fungsi dan
Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Sidenreng Rappang, 20 Quli 2022

1SRRIV

.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Ho ) ARTIN B Sl p, gy
Tempat/Tanggal Lahir 3 'Qa//a”f T o) -or. p—
Agama © (ftam

Pekerjaan T Pgsas pred gokg
Selaku Pihak o

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sri
Irianty yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Optimalisasi Fungsi dan
Peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Sidenreng Rappang, %] Adustus 2022

Mo, —
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Dokumen Penetapan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidrap

PEL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
- DPPA-BELANJA
Kab. Sidenreng Rappang SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2022
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
i Dokumen Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumiah
Kode
T (sabatum)
Sumber
Uralan Lokasi
Dana Bartambah
; i- i (i T pelanja seanja | %00 | petanja Jumiah Belanja Belanja Jumiah | (Berkurang) | T+
HERA | o = ok | s,
TG v y v 5 m m - I T 0 W v o [wearem | weorm | =
1 ~ DENGAN PELAYANAN DASAR
1o URUSAN PEMERINTAMAN BIDANG PENDIDIKAN 319263310187 o o[351.810195.000 o o o
1[o1|on PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 269.765.900.500 | 33.730.000 o 0| 269.799.730.500 | 269 33.750.000 o o[ 269.799.730.500 o
DAERAN KABUPATEN/KOTA
10101 201 aan 20108400 o o 0| 200188400 208188400 o o o|  20sass.400 o
Perangkat Daerah
+[o1 |01 [201 [o1 |pemywsuranokumen [oana [ xab. sisenveng 10000000 o o o] 1o0s000| 10000000 o o o| 10000000 o
Perencanaan Perangkat Transfer Rappang.
" m [ Mortengngse.
Dana Pangkajene.
Aokast
umum
1 [o1 |01 (201 [0z | Koordinastdan Penyusunan [oana | kab. sicenvens 7167.000 o o o 7167.000 7367.000 o o o 767,000 o
Dokumen KA SKRD | Traster | Rappana.
=
Dana. Pangkajene
Riokasi
Uriam
1 [o1 [o1 [2:01 [03 [ Koorainast gan Feryusunan | oana 5502600 o o o s302600 5302600 o B o 5302600 o
Dokumen Penubanan KA. | Tanster
oy Ume )
Dans | Pangialens
Aolasi
Ui
+ |01 |01 (200 |08 | Koordimast o Penyusunan [oana | Kab. sidonveng 995,800 o o o 9995000 2995800 o o o 9995000 o
DPASKPD Transfer Rappang.
umum. | Markengogae.
Dana Pangkajene
Aikasi
Ui
1 |01|01 |2,01 |05 |Koordinasi dan Penyusunan | Dana Kab. Sidenreng 20.000.000 0 0 o 20.000.000 20.000.000 o o o 20.000.000 o
Perubahan DPA-SKPD. Transfer Rappang.
urum. | Martengogae,
Dana. Pangkajene.
Aokasi
umum
KesuDAYAN e i Kab. Sidenven Rappang Wolaman 1 daris

XVII



Jumiah

. ke . 7 (sesudan)
il e, T Betanja. et lrsn
] + Betania Jumiah Betania sotania (%018 | patania | jumish | (Berkurang)
IR o s, | ek ol IO ol el
AREED . ; . : M M = T M m w [ esuseseran | secasim | o
01|01 [2.07| | Pangadasn Barang Milk Dacra Penuniang Urusan o| 33730000 o 33.750.000 o] 33730000 o o 750,000 o
Pemorintah Dasrah
01 |01 [2.07 [05 | Pengadaan Meber oana xab sigervena o “e2s.000 o 625,000 o 625,000 o o wes.000 o
Tramter .
U | Kecamatan.
ouns Semus Kelurahan
Rokasi
Gmm
o1 [01 [207 |06 | Pengoasn rerastan can | oana Xab Siaenveng o mamee o 1000 o[ msame o o 135000 o
Hesin Lainnya Tramter 3
o Martengnose,
D | ranokaiens
okas
Umom
1[01 [208| | Penyeainan jasa Penunjang Urusan Pemerintanan 722.090.300 B o 722,090,300 o o o  7a2esm300 o
Daeran
101|208 |01 | Penyediosn jaza surat Yo Sidenens 1000.000 0 o 1000.000 1000000 0 ° 0 1000.000 0
Menyurat Transter . Semua
| Kecamatan.
Duna | Sems Keturansn.
Aokasi
Umom
o1 [o1 [208 |02 | Penyedianiosa oana PrT—— 161224000 0 o ie1224000| 161220000 o 0 o ierzzece 0
Komnikasl, Sumber Daya [ Tramster | Rappano. Semus
A dan st Umom. | Kecamatan.
Dana [ Semus Kelurshan
okasi
01 |01 |2.08 |0 | renyeaiasn jasa peiayanan | oana xan. Siaenveng 60674300 ° o See7as00|  seoerac o ° o sseeraneo o
Gmom Kankor Tramster 5
umom. | kecamatan,
Dana
Rokasi
Umom
o101 [2.09 106.152.000 o o 106.152.000|  106.152.000 o o o 10652000 o
Pamerintanan Daarah
1 |01 209 |02 | peryediaan josa b Sidenen e6152000 o o 6152000 B6152000 o o o 26152000 o
v Tramster . Semua
Pematharasn, Paisk dan | Umum: | Kacamatan,
ana
Operasions! atau Lapangan | Aokasi
Omum
o1 o1 [209 [0 Oans | Kab. Suderveng 20000000 ° o 20000000 20000000 o o o 20000000 o
Gedung Kantor dan Taanster | Roppano. Semus.
Lot umom: | Kecamatan.
ouna.
Aokas
o1]02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.063.920.647 | 52.513.130.853 ° 74.377.059.500 3256313085 o o[ 7a.377.059.500 o

KEBUDAYAAN -

Kab. Sidenteng Rappang

XVIII
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Jumiah
Kode
S T (Sebelum) T (Sesudah)
Uralan Lokasi.
HERH Lo 1 Belanja Belanja st LY
H i Belanja Belanja | Betania Jumiah Belanja Belanja. Tidax | Betania Jumiah (Berkurang)
HIRRE Al Operasi Modal ":'m Transfer | (Sebelum) Operasi Modal Terduga | Transfer | (Sesudah)
IREED . y . B 10 u u B | e e 0 0 o 0 Wseenran | weeasan |
01 |01 |2.01 |06 |Koordinasi dan Penyusunan | Dana Kab. Sidenreng 69.293.000 o o ° 69.293.000 69.293.000 o 0 o 69.293.000 o
Laporan Capaian Kineria | Transter g,
dan Ikhtsar Realisasi umum. [ Maritengngae,
Kinerja SKPD na Pangkajene
Alokast
Umum
01 |01 |2.01 |07 |Evaluasi Kinerja Perangkat | Dana Kab. Sidenreng 79.230.000 o o o 79.230.000 79.230.000 o 0 o 79.230.000 o
Daerah Transter | Roppang.
Umum. [ Kecamatan,
oana Semua Kefurahan
Aokasi
Umum
o1]01[2.02 ° o 0] 268.522.779.300 [ 268.522.779.300 ° ° 0 [268.522.779.300 o
o1 [o1 [202 [o1 [ renyediaan Goji gan na ua 266.484.546.000 o o o 268484546000 | 268.484.546.000 o o o 268.484.546.000 o
Tunjngan ASN Transter | KabupatenKota,
Umum- ua
oana Kecamatan.
Alokasi | semus Kelurahan
Umum
o1 [o1 |2.02 [ o4 | oordinasi aan ab. Sidenreng 4497.000 o o o 4.497.100 30556200 o o o 30556200 26059100
Pelaksanaan Akuntansi | Transfer 3
Ske0 Umum. | Maritengngae,
Dana 2
Alokasi
mnum
o1 [ 01 |202 [ 05 | Koordinasi dan Penyusunan | Dana Kab, Sidenveng 30556200 o o o 30.556.200 4497200 o o o 4497100 (26.059.100)
Lagoran Keuangan Akhir | Transter .
Tahun SKPD Umume Maritengagae.
Dana Pangkajene.
Alokas
mum
0101 |2.02 |08 | Penyusunan Pelaporan dan | Dana Kab. Sidenreng 3.180.000 o o o 3.180.000 3.180.000 o o o 3.180.000 o
Analisis Prognosis Realisasi | Transfer Rappang.
Umum- Maritengngae,
Alokasi
Umum
0101 |2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 209.962.500 o o o 209.962.500 209.962.500 o o o 209.962.500 o
o1 [01 [206 [o1 [ penyediaan komponen [oana Kab. Sidenveng 986,000 o o o 996,000 4986.000 o ) o o
Instalas| Listrik/Penerangan | Transfer Rappang,
Bangunan Kartor - [Maritengngae,
Dana Pangkajene.
Alokasi
Umum
01|01 |2:06 [09 [Penyelenggaraan Rapst | Dana Kab. Sidenreng 204.976.500 0 0 0 204.976.500 0 0 0 204.976.500 °
Koordinasi dan Konsultasi | Transfer Rappang, Semua
SKPD. Umum:. Kecamatan,
Dana
Aokasi
Umum
KEBUDAYARN - Kab. Sidenreng Rappang Hataman 2 dari9
Jumiah
Kode
P T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Lokasi
3 Dana 1 Belanja Belanja Mosemsstald [,
H ' i' Belanja Belanja sy | Betania Jumlah Belanja Belanja Tidax | Belania Jumlah (Berkurang)
HH Operasi Modst | TSN | Transter | (abalum) Operasi Modal | 19K | rranster | (Sesudan)
AR . ’ . . 10 u 5 B | e enian 0 B o | wewsaenan | weeaan | n
0102 |2.00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22.934.780.486 | 24.376.553.314 o 0| 47.311.333.800 24.426.553.314 o 0| 47.311.333.800 o
01|02 | 200 |02 |Penambanan Ruang Kelas. Kab. Sidenreng 0| 4.160.000.000 0 0|  4.160.000.000 0| 4.160.000.000 0 160.000.000 o
Baru Rappang, Semua
Reguler-5D | Semua Kelurahan
01|02 |2.01 |03 |Pembangunan Ruang DAK Fisik: | Kab. Sidenreng o| 1217.750.000 [} 0|  1.212.750.000 o| 1.217.750.000 0 o 1217250000 0
Guru/Kepala Sekolah/Tu Bidang
Pendidian- | Kecamatan,
Reguler'SD | Semua Kelurahan
01 {02 (2,01 |04 | Pembangunan Ruang Unit | DAK Fisik- | Kab. Sidenreng o 920.000.000 0 o 920.000.000 o 1.200.000.000 o o 1.200.000.000 |  280.000.000
Kesehatan Sekolan idang | Rappang, Semua
Pendidian. | Kecamatan.
Reguler'sD | Semua Kelurahan
01102 |2.01 |05 |Pembangunan DAK Fisik- | Kab. Sidenreng o 213.012.400 L] o 213.012.400 o o o o 01(213.012.400)
Perpustakoon Sekolah  [Bidang [ Rappang. Semuo
Pendidian- | Kecamatan,
Reguler-50; | Semua Kelurahsn
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus Fisik
o102 [2.01 |06 Sarana, DAK Fisik- | Kab. Sidenreng 67.500.000 2.572.500.000 o o 2.640.000.000 17.500.000 2.622.500.000 o o 2.640.000.000 o
Prasarans dan Utiitas Bidang Rappang, Semua
Sekolah Per Kecamatan,
RegulerS0;
Transfer
Umum-
oana
Ao
Umum
01 [02 [ 201 [o8 [ Renaviitasi seqangierat [ oaK Fisi [ kab. sicenveng o| 3120829600 o o 3120820600 of 2768312000 o o| 2768312000 | 352.517.600)
Ruang Kelas Bidang | Rappang, Semua
Pendidian- | Kecamatan,
Reguler:SO | Semua Kelurahan
01|02 |20 09 | Renavittas: sedang/berat | oAk Fisik. | Kab. Sidenreng o 250000000 o of 250000000 o  sassi0000 o o sass30000 285530000
Ruang Guru/Kepala Bidang [ Rappang, Semus
SekolanTy Pendidiar matan,
Reguler:SD | Semua Kelurahan
01|02 |2.01 |16 [pengadaan pertengkapan | Dana Kab. Sideneng o| 5045000000 o o| 5045000000 o| 5045000000 o o| s.045.000000 o
Sekolan Transter | Rappang, Semua
sus- | Kecamatan,
Dana Semua Kelurahan
Alokasi
Knusus Fisik
01 [02 [ 201 [17 [ rengadaan pertengiapan [ oaK Fisik. [ kab. sidenveng 1.014.000.000 o o o vowaocooo00| 1014000000 ) o o vorao00000] o
Siswa .
Pendidikan- | Kecamatan.
Reguler'sD | Semua Kelurahan
KEBUDAYAAN - 0 Kab. Sidenreng Rappang Halamand dari9




Kode
o T (Sebelum) T (Sesudah)
Uralan Lokasi
EAH Onh 121 Belanja Batanja st LY
H i Belanja Tidae | Bolania Jumiah Belanja Belanja. Tidax | Betania Jumiah (Berkurang)
HIEAR AH Modat | poSok | Transter | (sabotum) Operasi Moaat | ook | Transter | (sesuda)
AEEED . ; . . .. w - ) .. .. 0 |- asaern | eavin | @
01|02 [2.01 | 21 |Penyediaan Biaya Personil Kab. Sidenreng 13.348.000 0 0 Ll 13.348.000 13.348.000 ) 0 o 13.348.000 o
Peserta Didk Sekolan Roppang.
Dasar Kecamata
Semua Kelurahan
01|02 (2,01 | 23 | Penyelengaraan Proses Kab. Sidenreng 0 ) 0 17.499.300 17.499.300 o 0 0 17.499.300 o
Belajar dan Ujian bagi Rappang, Semua
Peserts Didk tan,
Semua Kelurahan
0102|201 |25 | pembinasn Mot Bakat | Dons | Kab. Sidenveng 85608500 o o o a5.608.500 o5.608.500 o ° o 5608500 o
danKrestivias Sisws [ Transter | Rappang. Semus
Umum. | Kecamatan,
Ona [ Semus Kelurshan
Aok
Umum
0102 [2.01 |29 |Pengelolasn Dana BOS DAK Non Kab. Sidenreng. 21.712.838.686 6.877.461.314 o o 28.590.300.000 6.877.461.314 i ° 128.590.300.000 o
Sekalah Dasar Fisik - BOS | Rappang, Semua.
Reguler | Kecamatan,
mua Kelurahan
0102 |2.01 |30 Peningkatan Kab. Sidenreng 23.986.000 o o o 23.986.000 23.986.000 o o o 23.986.000 o
Pengelolaan Dana BOS Transfer Rappang. Semua
Jah Dasa e [Kecamatan,
oama
Alokast.
Umum
o102 202 11.030.226.261 | 6.337.898.539 o 0] 17.368.124.800 | 11.030.226.261| 6.337.898.539 o 0| 17.368.124.800 o
0102 |2.02 |04 |Pembangunan Ruang Unit | DAK Fisik- | Kab. Sidenreng ° 280.000.000 L 0 280.000.000 0 280.000.000 0 L] 280.000.000 Ll
Kesehatan Sekolah Bidang Rappang. Semua
se Kecamotan,
Reguler-
SMP.
01|02 (2,02 |06 | Pembangunan DAK Fisik- | Kab. Sidenreng o 1.640.000,000 o o 1.640.000.000 o 1.640.000.000 0 o 1.640.000 000 o
Laboratorium Bidang | Rappang, Semua
Pendidikan- | Kecamatan,
Reguler-
SMP.
01|02 |2,02 |12 | Pembangunan Sarana, Dana Kab. Sidenreng. 9.250.000 965.750.000 o o 975.000.000 9.250.000 965.750.000 o o 975.000.000 o
Prasarana dan Utiitas Transfer Rappang, Semua
Sekolah. Khusus - Kecamatan.
oana
Alokasi.
Khusus Fisik
0102 |2,02 |14 |Rehabilitasi Sedang/Berat | DAK Fisik- [ Kab. Sidenreng o 1.300.733.300 o o 1.300.733.300 o 1.300.733.300 o o 1.300.733.300 o
Ruang Kelas Sekolah Bidang | Rappang, Semua
Pendidikan- | Kecamatan,
Reguler-
SMP.
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Jumiah

Kode
o T (Sebelum)
uraian e Lokasi sertambah/
3% 13 O T Belanja ™
?“ i Belanja Tidae | Bolania Jumiah Belanja Belanja. Belanja. Jumiah (Berkurang)
HIRRE Al Modal Torduga | Transfer | (sebelum) Operasi Modal Transter | (Sesudah)
ORI v ; 7 5 = m o T T 0 .. o I T T
10102 |2.03 (02 | Pembangunan Sarana, DAK Fisik- Kab. Sidenreng L} 50.000.000 0 Ll 50.000.000 0 50.000.000 0 o 50.000.000 o
Prasarans dan Utiitas Bidar Rappang, Semua
PAUD Pendidikan. | Kecamatar
el o IO
oo
o1 02 [203 [03 | nenavarast seqsmavert_[okrskc | b, siemvers Ts0i000 o[ o] isamws| oo o[ o] tseieo .
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Rappang, Semua
iy e e
il P e
sy
10102 [2.03 |17 |Pembinasn Kelembagaan Kab. Sidenreng 38.413.900 0 o o 38.413.900 38.413.900 ) o o 38.413.900 o
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skl
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e
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e
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10102 |2.04 [16 | Pembinaan Kab. Sidenreng 230.000.000 o o o 230.000.000 230.000.000 o o o 230.000.000 o
‘dan Manajemen lah Transfer Rappang, Semua.
Nonformal/Kesetaraan Umum- Kecamatan,
s
Alokasi.
umum
10102 (2,04 |17 | Pengelolaan Dana BOP 'DAK Non. Kab. Sidenreng 1.020.400.000 o 0 o 1 1 o 0 o 1.020.400 000 L}
Sekolah. Fisik-BOP Rappang, Semua.
Nonformal/Kesetarasn | Pendidian | Kecamatan,
Kesetaraan.
1/01/04 7.633.405.000 o Ll o 7.633.405.000 7.633.405.000 Ll Ll L} 7.633.405.000 o
10104 2,01 L] o 0| 7.633.405.000 | 7.633.405.000 o o 0| 7.633.405.000 o
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Rencana Penarikan Dana per Bulan

j 3 il
Toaan RSO0 Pangkajene Sidenreng, tanggal 25 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Februari Rp7.782.155.999
Maret Rp3.526.466.438
April Rp33.869.062.982
el Rp923.813.138 FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., MAdm KP.
NIP: 198010062000121001
Juni Rp9.125.545.388
Juli Rp114.895.189.305 Mengesahkan,
Agustus Rp15.982.276.450 PPKD
September Rp4.331.735.200
Oktober Rp20.778.945.000
November Rp4.241.653.100 /ANDI RAHMAT SALEH, SE, M.Si
Desember Rp12.000.000 NIP: 197811162003121005
Jumlah Rp351.911.373.000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
L DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP..M.Si. 197103181991011003 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si 197212091992031004 KEPALA BAPPEDALITBANGDA
3. SUNANDAR PRIYOATMOJO, SE, Ak 197605192010011014 KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN
DAERAH
4. HAERUDDIN, SE 198009192005021007 KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

KEBUDAYAAN -

Kab. Sideneng Rappang
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DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Hamka
selaku Kasubag Perencanaan
Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab Sidrap

Wawancara dengan lbu Resti Ayi
Lestari selaku staf Pramubakti
dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab Sidrap
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Wawancara dengan Bapak Israil selaku Pramubakti Dinas Pendidikan Kab Sidrap
'“ Al \ﬁ ml Y, > s s

wﬂ
i
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Wawancara dengan ibu Hj. Kartini selaku anggota DPRD Komisi | DPRD Kab

Sidrap
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